
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492); 

1. 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
54/M-DAG/PER/ 12/2010 tentang Ketentuan Impor 
Besi atau Baja; 

a. bahwa untuk menjamin kepastian berusaha dan 
menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang impor 
besi atau baja, perlu melakukan perubahan terhadap 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
54/M-DAG/PER/ 12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi 
atau Baja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengingat 

Menimbang 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 113/M-DAG/PER/ 12/2015 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 

NOMOR 54/M-DAG/PER/ 12/2010 TENTANG 
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5584); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta 
Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke 
Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah 
Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan 
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5277); 

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara; 

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perdagangan; 

8. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang 
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014 - 2019; 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi clan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
57 /M-DAG/PER/8/2012; 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
54/M-DAG/PER/ 12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi 
atau Baja sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012; 
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Pasal 17 
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor 
Besi atau Baja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 diubah 
sebagai berikut: 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! 

PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/ 12/2010 TENTANG 
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA. 

TENTANG PERDAGANGAN MENTE RI PERATURAN 
MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
46/M-DAG/PER/8/2014 ten tang Ketentuan Umum 
Veri.fikasi a tau Penelusuran Teknis di Bidang 
Perdagangan; 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
53/M-DAG/PER/9 /2014 ten tang Pelayanan Terpadu 
Perdagangan; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
48/M-DAG/PER/6/2015 ten tang Ketentuan Um um di 
Bidang Impor; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Norn or 
70/M-DAG/PER/9/2015 ten tang Angka Pengenal 
Importir; 
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Menetapkan 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

THOMAS TRIKASIH LEMBONG 

Ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Desember 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Pasal II 
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 30 
Desember 2015. 

- 4 - 


